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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Introduction 

Kabupaten Kepulaun Aru termasuk wilayah 3T, karena berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Sekretariat Tetap Badan Pengelola Perbatasan tahun 2020-2024 menetapkan satu (1) kabupaten 

sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan dua puluh delapan (28) kecamatan 

sebagai lokasi prioritas (LOKPRI) dan sembilan (9) pulau sebagai pulau kecil terluar (PPKT) 

yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 

2020-2024. tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasab Negara.   

Kualitas layanan publik merupakan layanan yang diberikan pemerintah / Negara pada 

seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Pencataan sipil merupakan salah 

satu intansi pemerintah yang melayani masyarakat terkait dengan catatan sipil. Pelayanan 

administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari fungsi pemerintahan yang 

memastikan hak-hak sipil dan akses terhadap layanan publik. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Aru bertanggung jawab untuk 

menyediakan layanan ini di wilayahnya.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 

adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dalam bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pada tiap tahun banyak masyarakat yang mengurus surat-surat yang 

diperlukan dan mendaftarkan diri untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta nikah, 

akta kelahiran, dan akta kematian maupun KK (Kartu keluarga) yang dimana setiap anggota 

masyarakat wajib mendaftarkan itu semua di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kepulauan Aru. Fokus analisis ini adalah Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Aru, 

yang merupakan wilayah dengan tantangan tersendiri karena karakteristik geografisnya 

sebagai kepulauan yang tersebar. Dengan menggunakan teori Resources Allocation 

Models/Jobs Characteristic Models oleh Hackman dan Oldham (1976), analisis ini 

mengevaluasi efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh Disdukcapil Kepulauan Aru.  

 

 



1.2  Pelayanan Publik yang diberikan  

Pelayanan Publik yang diberikan Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan 

layanan administrasi kependudukan sebagai berikut: 

1. Penerbitan Akta Kelahiran : Layanan untuk mencatat kelahiran dan mengeluarkan akta 

kelahiran. 

2. Penerbitan Akta Kematian : Layanan untuk mencatat kematian dan mengeluarkan akta 

kematian. 

3. Penerbitan Akta Pernikahan dan Perceraian : Layanan pencatatan pernikahan dan 

perceraian. 

4. Pembuatan KTP Elektronik (KTP-el) : Penerbitan dan pembaruan KTP-el. 

5. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) : Penerbitan dan pembaruan KK. 

6. Pencatatan Pindah Datang : Pengurusan dokumen kepindahan masuk dan keluar wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

 

2.1  Analysis  

Teori Resources Allocation Models/Jobs Characteristic Models oleh Hackman dan 

Oldham (1976) mengidentifikasi lima dimensi utama pekerjaan yang mempengaruhi motivasi 

dan kinerja pegawai variasi tugas, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik.  

2.1.1. Variasi Tugas  

Variasi tugas (skill variety) merupakan sejauh apa pekerjaan membutuhkan individu 

karyawan yang mampu menyelesaikan berbagai tugas yang menuntut karyawan untuk 

menggunakan keterampilan dan kemampuan yang berbeda dalam tingkat yang tinggi   Variasi 

tugas di Disdukcapil Kepulauan Aru tingi, mengingat pegawai harus mengelola berbagai jenis 

layanan administrasi mulai dari akta kelahiran hingga KTP. Variasi ini membantu mengurangi 

kebosanan dan meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pekerjaannya. Variasi tugas ini 

menuntut fleksibilitas dari karyawan Disdukcapil dalam menangani berbagai jenis pekerjaan. 

Karyawan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tugas dan situasi 

mungkin akan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. 

2.1.2. Identitas Tugas  

Indentitas tugas (taks identity) merupakan suatu pekerjaan yang mengharuskan 

penyelesaian dari seluruh proses bagian pekerjaan oleh seorang individu karyawan yang telah 

diidentfikasi sebelumnya.  Identitas tugas di Disdukcapil Kepulauan Aru jelas karena setiap 

layanan yang diberikan, seperti penerbitan akta atau KTP, dilakukan secara menyeluruh oleh 

tim yang sama. Ini memberikan rasa pencapaian kepada pegawai karena mereka bisa melihat 

hasil konkret dari pekerjaan mereka. Memahami identitas tugas mereka dapat membantu 

karyawan Disdukcapil menyadari pentingnya peran mereka dalam menyediakan layanan 

publik yang krusial bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan 

komitmen terhadap pekerjaan. 

2.1.3. Signifikan Tugas  

Signifikan tugas (task significance) merupakan kondisi dimana hasil dari sebuah pekerjaan 

seorang individu berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Tugas 

di Disdukcapil Kepulauan Aru sangat signifikan karena layanan yang mereka sediakan 

berdampak langsung pada hak-hak sipil warga. Misalnya, memiliki KTP adalah prasyarat 

untuk mengakses banyak layanan publik lainnya. Ini meningkatkan motivasi intrinsik pegawai 



karena mereka merasa pekerjaan mereka penting bagi kesejahteraan masyarakat. Mengetahui 

signifikansi tugas mereka dapat membantu karyawan Disdukcapil merasa bahwa pekerjaan 

mereka memiliki dampak yang nyata dan positif bagi masyarakat dan negara. Hal ini dapat 

meningkatkan rasa bangga dan kepuasan kerja mereka. 

2.1.4.  Otonomi  

Otonomi (autonomy) adalah kondisi dimana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, 

kemerdekaan serta keleluasaan yang substansial untuk karyawan dalam merancaang pekerjaan 

dan menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Otonomi di Disdukcapil Kepulauan Aru cukup tinggi. Pegawai memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan operasional dalam pengurusan dokumen dan layanan yang mereka 

berikan. Otonomi ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan atas pekerjaan 

mereka. Memberikan tingkat otonomi yang tepat kepada karyawan dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab dan motivasi intrinsik. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa otonomi yang 

berlebihan tanpa panduan yang cukup dapat menyebabkan kebingungan atau keputusan yang 

tidak tepat. 

2.1.5.  Umpan Balik  

Umpan balik (feedback) merupakan kondisi dimana aktivitas kerja membuat seseorang 

individu karyawan memperoleh pengetahuan secara langsung dapat mengevaluasi mengenai 

keefektifan kerjanya  Umpan balik di Disdukcapil Kepulauan Aru diperoleh melalui evaluasi 

kinerja dan langsung dari masyarakat yang menerima layanan. Umpan balik ini penting untuk 

memperbaiki layanan dan memberikan penghargaan atas kerja keras pegawai. Menciptakan 

mekanisme yang efektif untuk memberikan umpan balik dan mendorong budaya penerimaan 

terhadap umpan balik dapat membantu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan 

Disdukcapil. 

Melalui analisis ini, bahwa penerapan Teori Resources Allocation Models dapat 

memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik pekerjaan dan pengaruhnya 

terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan memahami variasi tugas, identitas tugas, 

signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik, dapat diidentifikasi area-area di mana perbaikan 

dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. 

 

 



III. PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Aru telah berhasil menyediakan layanan administrasi 

kependudukan yang beragam, termasuk penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta 

pernikahan dan perceraian, KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta pencatatan pindah datang. 

Dimensi-dimensi penting dalam Teori Resources Allocation Models, seperti variasi tugas, 

identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik, dapat diaplikasikan dalam 

konteks Disdukcapil, memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas layanan publik. 

Variasi tugas yang tinggi memungkinkan pegawai Disdukcapil untuk terlibat dalam 

berbagai jenis pekerjaan, mengurangi kebosanan, dan meningkatkan keterlibatan. Identitas 

tugas yang jelas memungkinkan pegawai melihat hasil konkret dari pekerjaan mereka, 

meningkatkan motivasi intrinsik dan komitmen terhadap pekerjaan. Signifikansi tugas yang 

tinggi membuat pegawai merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki dampak positif yang besar 

pada masyarakat. Otonomi yang cukup memberikan karyawan tanggung jawab dan 

kepemilikan atas pekerjaan mereka, sementara umpan balik yang efektif membantu 

memperbaiki layanan dan meningkatkan kinerja. 

Dengan memahami karakteristik ini, dapat diidentifikasi area-area yang perlu perbaikan 

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan tingkat variasi tugas, identitas tugas yang jelas, 

signifikansi tugas yang dipahami, otonomi yang seimbang, dan mekanisme umpan balik yang 

efektif akan membantu Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Aru terus meningkatkan pelayanan 

publiknya secara berkelanjutan. 
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